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ABSTRACT
Corporate Social Responsibility (CSR) is a comitment between organizing (company) and the society. CSR is an implementation from one of the principal of Good Corporate Goverment (GCG) that is responsibility principals. GCG is good management about the relationship between management and shreholder, creditor, goverment and another stakeholder. Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) based on Good Corporate Goverment (GCG). 
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PENDAHULUAN

Corporate governance merupakan topik utama yang banyak diperbincangkan khalayak ramai dalam beberapa tahun ini. Secara umum, kemampuan suatu negara untuk menarik modal asing sangat tergantung pada sistem corporate governance yang mereka anut dan sampai tingkat mana manajemen suatu perusahaan menghormati dan mematuhi hak-hak hukum para pemegang saham. Para investorpun tidak bersedia menanamkan modalnya pada perusahaan di suatu negara yang tidak memiliki sistem corporate governance yang efektif (Salacuse, 2004).

Suatu sistem corporate governance yang efektif harus mampu memberikan insentif yang memadai bagi komisaris dan direksi untuk mencapai tujuan perusahaan demi kepentingan perusahaan dan para pemegang sahamnya. Sistem ini juga harus mampu memfasilitasi adanya pengawasan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan yang ada dengan lebih efisien (Vanderloo,2004).

 Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka bisa dikatakan bahwa keberadaan GCG sangat vital bagi kelangsungan suatu perusahaan, yang pada akhirnya akan membawa dampak pada nama baik suatu negara. 

PEMBAHASAN

Konsep dan Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

GCG merupakan suatu konsep tentang tata cara kelola perusahaan yang sehat. Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (stockholders) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya. GCG merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mencerminkan hubungan yang sinergi antara manajemen dan pemegang saham, kreditor, pemerintah dan stakeholder lainnya.

GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Konsep GCG di Indonesia dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiaban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan.


Menurut Cadbury Committee, corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.


Lebih jauh menteri BUMN mengatakan bahwa corporate governance adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengnan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainya, berlandaskan perturan perundangan dan nilai-nilai etika.


Selain kedua definisi di atas, terdapat definisi-definisi lain. Stijn Claessens menyatakan bahwa, pengertian tentang corporate governance dapat dimasukkan dalam dua kategori. Kategori pertama, lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan stakeholders. Kategori kedua lebih melihat pada kerangka secara normatif, yaitu segala ketntuan hukum baik yang berasal dari sistem hukum, sistem peradilan, pasar keuangan, dan sebagainya yang mempengaruhi perilaku perusahaan.


Kategori pertama akan sangat cocok untuk dijadikan dasar analisis dalam mengkaji corporate governance di suatu negara, misalnya melihat bagaimana dewan direksi memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, bagaimana menentukan kompensasi yang layak bagi esecutif perusahaan, bagaimana korelasi antara kebijakan tentang buruh dan kinerja perusahaan. Sedangkan kategori kedua dijadikan dasar analisis dalam mengkaji corporate governance secara komparatif, misalnya melihat bagaimana berbagai perbedaan dalam kerangka normatif yang dibangun akan mempengaruhi pada perilaku perusahaan, investor, dan lainnya.


Hampir di semua negara berkembang maupun yang sedang dalam transisi memiliki sistem corporate governance yang menyoroti  aspek tingginya tingkat konsentrasi ownership. Tingginya konsentrasi ownership memiliki social cost baik pada level perusahaan maupun pada level negara. Pada level perusahaan, beban cost ini menyangkut eksploitasi yang dilakukan oleh manajer dan owner perusahaan, kinerja perusahaan yang buruk, rendahnya pengelolaan resiko, dan masalah likuiditas yang mempersulit perdagangan saham oleh para investor. Pada level negara, beban cost yang dihadapi adalah tidak berkembangnya industri pasar modal. Struktur ownership (kepemilikan juga dapat mempengaruhi keefektifan mekanisme-mekanisme dari corporate governance yang ada.


Kelemahan dari mekanisme-mekanisme tersebut tidak hanya mengandalkan perbaikan hukum dan regulasi. Mengadopsi seluruh standar corporate gavernance dari negara-negara maju mungkin saja dapat mengurangi keinginan para investro untuk menjadi pengendali. Tetapi, pengapdosian standar-standar tersebut tanpa melalui debat publik dan adaptasi yang cukup, justru membuat pelaksanaannya menjadi tidak efektif.


Berkaitan dengan kondisi di atas, negara-negara yang sedang dalam masa transisi pasca krisis diharuskan memiliki kemampuan dalam memfungsikan dan mereformasi implementasi dari mekanisme-mekanisme corporate governance yang sudah dimiliki, dengan masih dibayang-bayangi lemahnya institusi pengadilan dan lembaga enforcement yang ada. Tantangan yang dihadapi bukan bagaimana mengurangi konsentrasi kepemilikan, tetapi bagaimana memperkecil social dan economic cost yang kerap kali timbul akibat struktur kepemilikan perusahaan. (Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006).

Sebagaimana telah diuraikan, stakeholder perusahaan adalah setiap pihak, baik individu maupun kelompok, yang dapat terkait atau berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan. Jadi, stakeholder merupakan setiap pihak yang memiliki kepentingnan dengan kinerja suatu perusahaan. Secara teoritis, stakeholder dapat dibagi 2, yaitu:

1. Primary stakeholder, yaitu para pemegang saham, investor, karyawan dan manajer, supplier, rekanan bisnis dan masyarakat.

2. Secondary stakeholder, yaitu pemerintah, institusi bisnis, kelompok sosial kemasyarakatan, akademisi dan pesaing.


Secara umum, penerapan prinsip GCG secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing;

2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah;

3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan;

4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholder terhadap perusahaan;

5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Tidak adanya definisi yang universal terhadap konsep corporate governance, sehingga berdampak pula pada standar formulasi GCG yang efektif yang dapat diterapkan pada perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu penerapan prinsip GCG amat tergantung pada kondisi perusahaan yang bersangkutan, sehingga diharapkan masing-masing perusahaan membuat standar GCG yang mengacu standar GCG yang berlaku pada negara di mana perusahaan berdomisili dan standar internasional (best practise). Oleh karena itu, setiap corporate governance code di masing-masing negara harus memasukkan aspek universal yaitu (1)Tujuan perusahaan, (2)Hak suara, (3)Non-executif Corporate Board, (4)Kebijakan renumerasi perusahaan, (5)Fokus strategi, (6)Kinerja operasional, (7)Shareholder returns, (8)Corporate citizenship, (9)Imolementasi Corporate Governance.
Menyadari pentingnya GCG dalam pengelolan perusahaan pada suatu negara, maka UNDP menjelaskan bahwa suatu good governance harus mengandung 9 unsur sebagai berikut: (1)Participation, (2)Rule of law, (3)Transparancy, (4)Responsiveness, (5)Consensus orientasion, (6)Equity, (7)Effectiveness and efficiency, (8)Accountability, (9)Strategic vision.

Prinsip-prinsipGood Corporate Governance

Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) berkaitan dengan GCG ini mencakup 4 bidang utama yaitu:

1. Hak para pemegang saham (shareholders) sekaligus perlindungannya;

2. Peran karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) lainnya;

3. Pengungkapan (disclosure) yang akurat dan tepat waktu serta transparan sehubungan dengan struktur dan operasi perusahaan;

4. Tanggung jawab dewan komisaris maupun direksi terhadap perusahaan, pemegang saham, pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Dari keempat bidang utama tersebut, dituangkan dalam bentuk 4 (empat) prinsip dasar yaitu fainess, tansparancy, acuntability and responsibility. Keempat prinsip dasar GCG itu oleh Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dijabarkannya sebagai berikut yaitu:

1. Kewajaran (fairness)

    Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan perusahaan yang melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Kebijakan ini dapat dituangkan dalam bentuk pedoman perilaku perusahaan dan kebijakan-kebijakn yang melindungi perusahaan terhadap perbuatan buruk orang dalam; self-dealing dan konflik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris; direksi dan komite; termasuk sistem renumerasi; menyajikan informasi secara wajar atau pengungkapan penuh material apapun; mengedepankan equal job oportunity.

2. Transparansi (disclosure and transparancy)
     Maksud transparansi di sini lebih banyak pada hak-hak pemegang saham terutama berkaitan dengan pemberian informasi yang benar dan tetap waktu tentang perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.

3. Akuntabilitas (accuntability)

    Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif (effective oversight) didasarkan atas balance of power antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris dan auditor. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Pengejawantahan prinsip ini antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (financial statement) pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat, mengembangkan komite audit dan resiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris; mengembangkan  dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra bisnis stategik berdasarkan best practise (bukan sekedar audit).

4 Responsibilitas (responsibility)

Prinsip responsibility mencakup hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Perusahaan dalam memenuhi pertanggung jawabannya kepada para pemegang saham dan stakeholders harus sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Secara singkat perusahaan harus menjunjung tinggi supremasi hukum, antara lain harus mengikuti peraturan perpajakan, peraturan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, perlindungan konsumen, dan larangan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat.

Di sini peran pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan seta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab perusahaan sebagai bagian lembaga dalam kehidupan masyarakat yang tunduk pada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Prinsip ini diwujudkan atas dasar kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang; menyadari akan adanya tanggung jawab sosial; menghindari penyalahgunaan kekuasaan; menjadi profesional dan menjunjung etika; memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Dari uraian keempat prinsip dasar GCG tersebut, terlihat sekali bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya suatu perseroan tidak hanya mengedepankan bagaimana maksud dan tujuan perseroan itu dapat direalisasikan. Namun dibalik itu semua ada etika dan norma (corporate conduch) yang harus diperhatikan., sehingga dewan komisaris dan direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tetap mengedepankan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, baik shareholders maupun stakeholders.

Pada sisi lain menurut The Indonesian Institute for Corporate Governance (IIGC) mengatakan bahwa prinsip GCG ada tiga aspek yaitu:

1. Struktur yaitu berkaitan dengan satu kesatuan tatanan wewenang dan tanggung jawab dalam hal pengambilan keputusan;

2. Sistem yaitu merupakan suatu landasan operasional yang menjadi dasar mekanisme check and balances 
3. Kewenangan atas pengelolaan  Perusahaan yang dapat mengantisipasi peluang pengelolaan yang menyimpang
4. Proses yaitu cara untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam menentukan tujuan dan evaluasi kinerja.


Berpijak dari prinsip GCG tersebut, maka secara umum prinsip ini akan berimplementasi pada tujuan perusahaan itu sendiri yakni:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing;

2. Mendapatkan cost capital yang lebih rendah;

3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan;

4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholders terhadapa perusahaan;

5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)

Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, diharapkan/dituntut untuk memperhatikan tanggung jawab social perusahaan terhadap pihak yang berkepentingan baik eksternal, maupun internal. Dari sisi internal misalnya, perusahaan memperhatikan masalah kesejahteraan karyawan, masalah kondisi kerja, masalah desain pekerjaan (job design) dan lain-lain. Demikian juga dari sisi eksternal, perusahaan juga harus memperhatikan masalah yang berkaitan dengan isu lingkungan, ketenagakerjaan, produk, pemasok, serta masyarakat (Hutabarat, 2002: 51).

Secara umum (Boone dan Kurtz, 2002) mengatakan bahwa tanggung jawab social perusahaan adalah komitmen perusahaan terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan, karyawan dan kesejahteraan sosial sebagai nilai yang sepadan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Hal ini mengakui bahwa dunia bisnis harus memperhatikan dimensi kualitatif dari konsumen, karyawan, dan manfaat sosial serta ukuran kuantitaif penjualan, penghasilan dan laba dimana kinerja perusahaan biasanya diukur. 
CSR dimaksud mengacu kewajiban pelaku bisnis untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, keputusan, dan pelbagai tindakan yang harus mengikuti tujuan dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat (Harper and Row, New York, 1973). Corporate Social Responsibility (CSR) adalah pengambilan keputusan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum dan menghargai manusia, masyarakat dan lingkungan. CSR juga mengandung makna bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih luas dari sekedar mencari untung dan taat hukum terhadap pemegang saham.
Lebih jauh, pemerintah Kanada mendefinisikan CSR adalah sebagai kegiatan usaha yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan, dan sosial ke dalam nilai budaya, pengambilan keputusan, strategi, dan operasi perusahaan. Semua ini dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab dengan tujuan menciptakan masyarakat yang sehat dan berkembang ( Majalah Bisnis, 2007). Poin-poin CSR diterjemahkan secara detail mulai dari menjunjung tinggi etika dan tata kelola perusahaan yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, HAM, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, perlindungan konsumen, anti korupsi, serta laporan yang transparan dan bertanggung jawab.

Menurut UUPM 2007, tanggung jawab social perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pasal 74 UUPT baru juga mengatur kewajiban tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan. Disebutkan juga bahwa biaya tanggung jawab social dan lingkungan tersebut dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan, serta dilengkapi sanksi bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran. Adanya ketentuan pasal 74 UUPT tersebut, maka tanggung jawab perusahaan menjadi jelas, terukur dan memiliki jaminan pendanaan sejak perusahaan masuk hingga mereka meninggalkan tambang atau kawasan eksploitasnya.

Garriga dan Mele (2004) menjelaskan CSR mempunyai fokus pada empat aspek utama, pertama yakni mencapai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan. Kedua menggunakan kekuatan bisnis secara bertanggung jawab. Ketiga mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan social. Keempat; berkontribusi ke dalam masyarakat dengan melakukan hal-hal yang beretika. Dengan demikian, teori-teori CSR dapat digolongkan ke dalam empat kelompok teori yang berdimensi profit, politis, social dan nilai-nilai etis. Akhirnya, CSR dapat dipahami sebagai upaya perusahaan untuk dapat menyeimbangkan antara kebutuhan atau sasaran ekonomi, lingkungan dan social. Dan pada saat bersamaan juga dapat memenuhi keinginan para shareholder dan stakeholder. Dengan kata lain, CSR adalah bagaimana perusahaan dapat berinteraksi dengan pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, LSM, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Selanjutnya (Hamzah, 2007) mengatakan bahwa; paradigma perusahaan harus digeser dari awalnya ‘5P’, (Product, Price, Promotion, Place dan Profit)   menjadi ‘3P’, yaitu Planet, People dan Profit,”. Masing-masing dari 3 P tersebut ada korelasinya, artinya bahwa pembangunan social dan lingkungan hidup mempunyai korelasi positif dalam strategi bisnis demi mendapatkan keuntungan. Selain makna di atas, maka CSR juga mengandung beberapa nilai, yaitu perilaku etis, pembangunan komunitas (community development), perbuatan filantropis, untuk kepentingan lingkungan, ketenagakerjaan, serta HAM.



Dalam implementasi program-program CSR, diharapkan ketiga elemen di atas saling berinteraksi dan mendukung, karenanya dibutuhkan partisipasi aktif masing-masing stakeholders agar dapat bersinergi, untuk mewujudkan dialog secara komprehensif. Karena dengan partisipasi aktif para stakeholders diharapkan pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawaban dari implementasi CSR akan diemban secara bersama.

Keterkaitan antara CSR dengan GCG


CSR memiliki cakupan yang agak berbeda dengan good corporate governance. Good corporate governance dianggap sebagai shareholders-driven yang menekankan pada pengungkapan informasi (discloser) laporan perusahaan, struktur, dan kinerja dewan komisaris beserta direksi dan perlakuan terhadap pemegang saham (shareholders). Sementara itu CSR dianggap sebagai stakeholders-driven atau lebih dikenal dengan “triple bottom line”.  Triple bottom line adalah suatu pendekatan yang menarik dalam melakukan penilaian dari aspek keuangannya. Bottom line yang kedua adalah tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, sedangkan yang ketiga adalah tanggung jawab perusahaan pada komunitas (Hamzah, 2007).
Dewasa ini, kesadaran dunia perusahaan tentang pentingnya mempraktikkan GCG dan CSR semakin meningkat, hal ini terlihat dari kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Sebagai contoh, boikot terhadap produk sepatu Nike oleh warga di negara Eropa dan Amerika Serikat terjadi ketika pabrik pembuat sepatu Nike di Asia dan Afrika diberitakan mempekerjakan anak di bawah umur. Selain itu adanya persyaratan-persyaratan menerapkan prinsip GCG dan CSR dalam kebijakan pemberian kredit oleh bank-bank Eropa, terutama bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan.


Berkaitan dengan hal tersebut, Hasung Jang guru besar pada Korea University menjelaskan bahwa isu seputar corporate governance tidak hanya berkaitan dengan masalah bisnis dan ekonomi (aspek GCG), tetapi lebih luas dari pada itu yaitu berkaitan dengan aspek sosial dan politik (aspek CSR). Menurutnya melalui konsep corporate governance akan membantu mendorong transparansi dan akuntabilitas komunitas bisnis itu sendiri. Pada akhirnya, penerapan konsep corporate governance ini akan memberikan keuntungan secara keseluruhan bagi masyarakat.


Selain itu Hasung Jang juga menjelaskan bahwa penguatan corporate governance adalah salah satu cara untuk memperkuat demokrasi dalam masyarakat, karena ekonomi pasar sendiri tidak dapat berfungsi tanpa adanya demokrasi. Jadi corporate governance tidak hanya mendukung dari segi efisiensi bisnis semata, tetapi juga berkontribusi dalam upaya penguatan taransparansi dan kebebasan berdemokrasi dalam masyarakat dalam arti keseluruhan.


Pada sisi lain, kesadaran global dunia perusahaan tiu juga terlihat dari berbagai isu-isu yang berkaitan dengan GCG. Ternyata isu yang paling banyak dibicarakan saat sekarang ini adalah keterkaitan antara GCG dengan CSR. Bahkan keterkaitan ini dinyatakan oleh para ahli dengan ibarat 2 (dua) sisi mata uang (Supomo, Sita.2004. Corporate Social Responsibility (CSR) dalam prinsip GCG (http://www.fcgi.or.id),di akses, 23 Maret 2009. Keduanya sama penting dan tak terpisahkan, karena salah satu dari empat prinsip GCG adalah prinsip responsibility (pertanggung jawaban). Tiga prinsip GCG lainnya adalah fairness, transparancy, dan accountability. Yang membedakannya adalah dari segi penekanannya saja, kalau CSR penekannya lebih diberikan pada prinsip responsibility (tanggung jawab) kepada kepentingan stakeholders-nya. Di sini perusahaan harus berusaha mendiptakan nilai tambah (value added) dari produk dan jasanya bagi stakeholders, dan memelihara kesinambungan dari nilai tambah yang diciptakan tersebut. Dengan kata lain, CSR lebih mencerminkan stakeholders-driven concept. Sedangkan GCG sendiri lebih memberikan penekanan terhadap kepentingan pemegang saham perusahaan (shareholders) yang didasarkan pada prinsip fairness, transparancy, dan accountability. Dengan kata lain GCG lebih mencerminkan shareholders-driven concept.


Berpijak pada konsep menciptakan nilai tambah bagi stakeholders, maka prinsip responsibility dalam GCG akan menelurkan gagasan corporate social responsibility (CSR) atau peran serta perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya. Dalam gagasan CSR, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang bepijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines. Di sini bottom lines lainnya, selain finansial adalah sosial dan lingkungan.


Lebih jauh Lako (internet) mengatakan, pertama; tanggung jawab sosial perusahaan berkelanjutan akan semakin meningkatkan rasa ikut memiliki (sense of  belonging) dan komitmen karyawan terhadap perusahaan, karena mereka merasa diperhatikan dan dihargai oleh perusahaan. Dengan begitu, secara otomatis karyawan bisa diharapkan mengalami peningkatan etos kerja, efisiensi, poduktifitas, dan efektifitas dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Mereka juga akan melakukan upaya-upaya ekstra yang melampaui tugas dan tanggung jawab (job description) untuk meningkatkan kinerja perusahaan melampaui target yang ditetapkan manajemen (extra performance).

Tanggung jawab social juga akan semakin meningkatkan rasa ikut memiliki, komitmen, dan loyalitas dari pengecer, penjual, pelanggan atau konsumen (nasabah) terhadap setiap produk/jasa yang dihasilkan atau ditawarkan perusahaan, karena merekapun merasa diperhatikan dan dihargai oleh perusahaan. Dengan kata lain. Tanggung jawab social scara berkelanjutan akan mempererat “ikatan batin atau emosional” antara perusahaan dengan stakeholder-nya. Tindakan-tindakan social tersebut juga akan meningkatkan reputasi baik (goodwill) perusahaan di mata calon investor, kreditor, pelanggan, konsumen atau pelaku pasar potensial. Reputasi yang baik pada akhirnya akan membawa sejumlah implikasi ekonomi bagi perusahaan berupa peningkatan intangible asset dan tangible asset secara terus-menerus. 

Kedua; dari perspektif teori efficient market hypothesis (EHM) dan nilai perusahaan (value of the firm), kepedulian perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab social secara berkelanjutan akan mendapat respon positif dari para investor pasar modal terhadap nilai pasar ekuitas perusahaan. Pelaku pasar menilai bahwa perusahaan-perusahaan yang mempunyai kepedulian social berkelanjutan memiliki reputasi bagus dan peluang bertumbuh atau investment opportunity set yang lebih baik ketimbang perusahaan-perusahaan lain yang tidak memilikinya. Selain itu ada ekspektasi baru bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki masa depan intangible assets yang lebih prospektif sehingga layak dijadikan obyek investasi.

Lebih jauh Kaplan dan Norton, mengatakan bahwa lebih dari 80% nilai pasar ekuitas perusahaan digerakkan oleh intangible asset. Sehingga bila suatu perusahaan ingin meningkatkan nilai pasar ekuitasnya, maka korporasi perlu melakukan upaya-upaya konkret untuk meningkatkan intangible assetnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kesediaan dan komitmen perusahaan untuk menjadi “perusahaan social” secara berkelanjutan akan meningkatkan reputasi atau citra perusahaan. Pada gilirannya, hal itu juga akan mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda dalam jangka panjang dalam wujud peningkatan pangsa pasar, profitabilitas dan nilai perusahaan.
Fakta empiris menunjukkan bahwa kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin suatu perusahaan untuk tumbuh secara berkelanjutan (sutainable). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup di mana perusahaan melakukan aktivitas usahanya. Bagi perusahaan yang tidak suka dengan aspek CSR, maka yang muncul adalah resistensi dari masyarakat terhadap dampak keberadaan dari perusahaan tersebut, seperti kasus Indorayon di Sumatera Utara, Newmont di Nusa Tenggaraa Timur, Free Fort di Papua dan lain sebagainya.


Menghadapi tren global ini, saatnya perusahaan melihat serius pengaruh dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap aktivitas bisnisnya, serta melaporkan kepada stakeholder-nya setiap tahun. Laporan bersifat nonfinansial ini dapat digunakan sebagai acuan oleh perusahaan dalam melihat dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, diantaranya Sustainability Reporting Guidelines yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI) dan Value Reporting yang digagas perusahaan konsultan dunia Pricewaterhouse Coopers (PWC).


Namun demikian dalam mengimplementasikan prinsip responsibility dalam makna CSR sebagai salah satu dari prinsip GCG, maka pihak perusahaan harus memperhatikan beberapa kepentingan stakeholders sebagai pemegang saham publik, yakni:

1. Prinsip keterbukaan harus benar-benar diimplementasikan, terutama pada saat perusahaan mau melakukan ”listing” atau menjual sahamnya kepada pihak umum.

2. Pemberian informasi material sesegera mungkin pada masyarakat.

3. Mendengarkan secara serius, setiap opini publik yang berkaitan dengan perusahaan.

            Dan begitu pula halnya CSR makna responsibility yang bekaitan dengan stakeholders sebagai konsumen, di mana perusahaan harus bertanggungjawab secara penuh terhadap segala produk barang dan jasa yang berkualitas dan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Oleh karena itu kemajuan ekonomi tanpa mengindahkan faktor kualitas dan lingkungan tidak akan diminati dan begitu pula halnya dengan kerusakan lingkungan, di mana pemulihan lingkungan butuh biaya yang besar dan waktu yang lama.


Sebenarnya kajian yang menarik dalam melihat hubungan implementasi CSR dengan GCG terletak pada kemungkinan pengurangan laba perusahaan demi kepentingan stakeholders. Kajian ini telah dilakukan oleh Einer Elhauge dari Harvard Law School yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak sekedar berdiri untuk mencari keuntungan maksimal belaka, dan bahwa secara normatif, perusahaan tetap bertanggung jawab kepada publik, dalam artian bahwa perusahaan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. Apabila manajemen perusahaan mengurangi keuntungan demi memenuhi kepentingan umum, misalnya dalam hal lingkungan hidup. Dalam hal ini pihak manajemen perusahaan tidak berarti melanggar tugasnya dalam upaya memberikan keuntungan yang maksimal pada shareholders. Sebaliknya jika pihak manajemen justru melakukan perbuatan merugikan kepentingan umum, maka yang terjadi adalah maksimalisasi keuntungan secara ilegal (Einer Elhauge, Sacrificing Corporate Profits in the Public Interest) 


Bila perusahaan tetap mengedepankan bagaimana mendapatkan keuntungan yang maksimal tanpa batas, maka perusahaan telah menjadi obyek yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Melalui penerapan prinsip CSR dalam rangka melaksanakan GCG, sudah seharusnya pendiri perusahaan menyadari bahwa aktivitas usaha perusahaan akan menimbulkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan disinilah diharapkan shareholders menyadari dan sekaligus mengamanahkan kepada manajemen untuk mengelola perusahaan agar berdampak positif terhadap stakeholders-nya, berlandaskan pada doktrin fidiciary duties dalam makna negatif. Sehingga tindakan manajemen menyisihkan atau mengurangi keuntungan yang seharusnya diterima oleh shareholders dianggap sebagai perbuatan yang legal. 
Lebih jauh Lako mengatakan, pertama; tanggung jawab social perusahaan berkelanjutan akan semakin meningkatkan rasa ikut memiliki (sense of  belonging) dan komitmen karyawan terhadap perusahaan, karena mereka merasa diperhatikan dan dihargai oleh perusahaan. Dengan begitu, secara otomatis karyawan bisa diharapkan mengalami peningkatan etos kerja, efisiensi, poduktifitas, dan efektifitas dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Mereka juga akan melakukan upaya-upaya ekstra yang melampaui tugas dan tanggung jawab (job description) untuk meningkatkan kinerja perusahaan melampaui target yang ditetapkan manajemen (extra performance).

Tanggung jawab social juga akan semakin meningkatkan rasa ikut memiliki, komitmen, dan loyalitas dari pengecer, penjual, pelanggan atau konsumen (nasabah) terhadap setiap produk/jasa yang dihasilkan atau ditawarkan perusahaan, karena merekapun merasa diperhatikan dan dihargai oleh perusahaan. Dengan kata lain. Tanggung jawab social scara berkelanjutan akan mempererat “ikatan batin atau emosional” antara perusahaan dengan stakeholdernya. Tindakan-tindakan social tersebut juga akan meningkatkan reputasi baik (goodwill) perusahaan di mata calon investor, kreditor, pelanggan, konsumen atau pelaku pasar potensial. Reputasi yang baik pada akhirnya akan membawa sejumlah implikasi ekonomi bagi perusahaan berupa peningkatan intangible asset dan tangible asset secara terus-menerus. 

Kedua; dari perspektif teori efficient market hypothesis (EHM) dan nilai perusahaan (value of the firm), kepedulian perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab social secara berkelanjutan akan mendapat respon positif dari para investor pasar modal terhadap nilai pasar ekuitas perusahaan. Pelaku pasar menilai bahwa perusahaan-perusahaan yang mempunyai kepedulian social berkelanjutan memiliki reputasi bagus dan peluang bertumbuh atau investment opportunity set yang lebih baik ketimbang perusahaan-perusahaan lain yang tidak memilikinya. Selain itu ada ekspektasi baru bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki masa depan intangible assets yang lebih prospektif sehingga layak dijadikan obyek investasi.

Lebih jauh Kaplan dan Norton, mengatakan bahwa lebih dari 80% nilai pasar ekuitas perusahaan digerakkan oleh intangible asset. Sehingga bila suatu perusahaan ingin meningkatkan nilai pasar ekuitasnya, maka korporasi perlu melakukan upaya-upaya konkret untuk meningkatkan intangible assetnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kesediaan dan komitmen perusahaan untuk menjadi “perusahaan social” secara berkelanjutan akan meningkatkan reputasi atau citra perusahaan. Pada gilirannya, hal itu juga akan mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda dalam jangka panjang dalam wujud peningkatan pangsa pasar, profitabilitas dan nilai perusahaan.
KESIMPULAN 


Antara GCG dengan CSR mempunyai kaitan yang erat, karena CSR merupakan penerapan (implementasi) dari prinsip-prinsip yang ada dalam GCG khususnya prinsip responsibility. Dimana prinsip responsibility mencakup hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat.


Dalam prinsip responsibility seorang direksi perusahaan tidak hnya bertugas semata-mata untuk menjalankan bisnis perusahaan sehari-hari, membuat laporan keuangan, mengikuti seluruh aturan hukum yang berlaku tetapi juga mengharapkan agar direksi dapat memenuhi kehendak masyarakat di lingkungannya, dan memenuhi kepentingan seluruh stakeholders. Dari argumentasi di atas, maka tampak jelas bahwa antara GCG dengan CSR mempunyai kaitan yang erat. Saran penulis adalah 
dengan melihat budaya dan prilaku masyarakat Indonesia, maka pelaksanaan CSR di Indonesia hendaknya diwajibkan bukan sukarela seperti di negara-negara maju. Serta adanya sanki yang jelas bagi yang melanggarnya. Untuk lebih efektifnya, pemerintah sebaiknya membuat lembaga independen yang mengurussi CSR ini. Sehingga perusahaan yang ingin memberikan dana untuk kepentingan CSR tidak perlu repot-repot membuat suatu departemen tersendiri. Yang terpenting lembaga tersebut harus independen dan bisa dipertanggungjawabkan.
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